
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Agraria
1. Pengertian Hukum Agraria

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. 

Istilah “hukum” sangat cukup beragam dalam bahasa setiap negara, dalam bahasa Inggris disebut “law”, dalam bahasa Perancis disebut “droit”, dalam bahasa Belanda disebut “recht”, dalam bahasa Jerman disebut “recht” sedangkan dalam bahasa Arab disebut “syari’ah”.
 Perihal mendefinisikan hukum, para ahli hukum cukup sukar untuk mendefinisikan hukum secara baku, sehingga setiap para ahli sangat beraneka ragam dalam memberikan suatu rumusan atau mendefinisikan hukum.
Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (rule) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (rule) tetapi separangkat aturan (rules) yeng memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuwensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.
 Adapun Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan- peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama , keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksaannya dengan suatu sanksi.

Adapaun diatas telah diketahui pengertian daripada hukum, dan selanjutnya dibawah ini ada beberapa para ahli mengartikan hukum pertanahan atau agraria sebagai berikut: 

a. Effendi Perangin 

Menyatakan hukum agraria mempunyai ruang lingkup yaitu “istilah hukum agraria tidak selalu sama pengertiannya. Dalam arti luas, hukum agraria meliputi hukum tentang tanah, bumi, air dan dalam batas-batas tertentu ruang angkasa, dalam arti sempit hukum agraria berarti hukum tanah”.

b. Budi Harsono 
Menyatakan hukum agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. “Hukum Agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria”

Istilah  agraria  berasal  dari  kata akker (bahasa  Belanda), agros  (bahasa  Yunani)  berarti tanah  pertanian, agger (bahasa  Latin)  berarti  tanah  atau  sebidang  tanah, agrarius (bahasa Latin)  berarti  perladangan,  persawahan,  pertanian, agrarian (bahasa  Inggris)  berarti  tanah untuk pertanian.

S.J.  Fockema  Andrea  merumuskan Agrarische  Recht sebagai  keseluruhan  peraturan-peraturan hukum mengenai usaha dan tanah pertanian, tersebar dalam berbagai bidang hukum (hukum perdata, hukum pemerintahan) yang disajikan sebagai satu kesatuan untuk keperluan studi  tertentu.  Sementara,  J.  Valkhoff  berpendapat  bahwa Agrarische  Recht bukan  semua ketentuan  hukum  yang  berhubungan  dengan  pertanian,  melainkan hanya  yang  mengatur lembaga-lembaga hukum mengenai penguasaan tanah.

Menurut kamus hukum dari Subekti dan R.Tjitrosoedibio, menyatakan bahwa hukum agraria (Agrarisch Recht), yaitu “Keseluruhan dari pada ketentuanketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata Negara (Staatsrecht) maupun pula hukum tata usaha (Administratifrecht) yang mengatur hubunganhubungan tersebut”.

Tentang apa yang disebut hukum tanah atau hukum agraria dapat dengan secara singkat dikatakan bahwa hukum tanah adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang dan tanah dengan orang lain. Jadi merupakan perlindungan kepentingan orang terhadap orang lain mengenai tanah.

2. Asas-Asas Hukum Agraria Di Indonesia


Hukum Agraria di Negara Indonesia memiliki suatu dasar pijakan dalam menetapkan dan melaksanakan hukum agraria sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dalam penjelasan Suardi, S.H., M.H terbagi sebagai berikut :

a. Kenasionalan


Dalam Pasal 1 UUPA dinyatakan antara lain bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional dan karena kemerdekaan Indonesia diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sebagai keseluruhan sehingga bumi, air, dan ruang angkasa tersebut menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak para pemiliknya saja.
b. Kekuasaan Negara

Berbeda dengan asas yang dianut pada hukum barat, yaitu antara lain dinyatakan bahwa negara memiliki tanah seperti yang disebutkan dalam pernyataan domein (Domeinverklaring), dalam UUPA diatur bahwa negara tidak perlu dan tidak pada tempatnya tanah sebagai pemilik tanah, negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) Indonesia pada tingkatan tertinggi, untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur, hanya bertindak sebagai badan penguasa yang menguasai atas bumi, air dan ruang angkasa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) UUPA.

c. Pengakuan terhadap Hak Ulayat

Dalam Pasal 3 UUPA diadakan ketentuan-ketentuan masyarakat hukum adat yang ada, akan mendudukkan hak itu pada tempat yang sewajarnya dengan syarat, bahwa hak ulayat tersebut sepanjang kenyataannya masih ada dan harus sesuai dengan kepentingannasional dan negara serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan lain yang lebih tinggi.
d. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial

Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 UUPA. Dari ketentuan ini berarti bahwa hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaannya dan sifat dari haknya, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara.

e. Kebangsaan

Dalam ketentuan Pasal 9 jo. Pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2) dinyatakan bahwa perpindahan hak milik kepada orang asing dilarang. Namun, kepada orang asing tersebut dapat mempunyai tanah dengan hak pakai (pasal 42). Demikian pula bagi badan-badan hukum hanya untuk badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah yang dapat mempunyai hak milik, sedangkan lainnya dapat mempunyai hak- hak lainnya (hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai).
f. Persamaan Hak

Dalam UUPA tidak membedakan antara hak kaum pria dan wanita seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia baik pria maupun wanita mempunyai kesempatan untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

g. Perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah 
Untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang kuat telah diatur beberapa ketentuan antara lain:

1) Dalam Pasal 11 ayat (1) diatur mengenai hubungan hukum antara orang/ badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenangnya agar dicegah penguasaan atas penghidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.Sedangkan dalam ayat (3) jelas-jelas dinyatakan adanya perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah.

2) Dalam Pasal 13 dinyatakan bahwa usaha-usaha yang bersifat monopoli dalam lapangan agraria hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan berdasarkan undang- undang.

h. Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 jo. Pasal 17 ditentukan batas minimum dan maksimum pemilikan/penguasaan tanah pertanian, dalam pelaksanaan dijabarkan kembali dengan UU Nomor 56 Tahun 1960.

i. Perencanaan

Untuk mencapai tujuan bangsa dan negara tersebut di atas seperti diatur dalam Pasal 14 diperlukan adanya rencana (planning) mengenai peruntukkan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara. Dengan adanya rencana tersebut, maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur hingga membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat.

B. Tinjauan Umum Hak Atas Tanah

1. Pengertian Tanah


Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.
 Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain.


Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa” Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi”.


Didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA) yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.


Sedangkan menurut Budi Harsono memberi batasan tentang pengertian tanah berdasarkan apa yang dimaksud dalam Pasal 4 UUPA, bahwa dalam hukum tanah, kata tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA sebagaimana dalam Pasal 4 bahwa hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah.

 
Supriadi juga menambahkan memberikan pengertian yang dimaksud  dengan  tanah  adalah  suatu  permukaan  bumi  yang  berada  diatas  sekali.  Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang haknya dapat di miliki oleh setiap orang atau badan hukum.


Dengan semakin mendesaknya peran dan manfaat tanah terhadap kehidupan mahluk hidup, maka dalam pemanfaatanya harus diatur dengan ketentuan hukum agar pemanfaatan tanah bisa optimal dan dapat memberikan kesejahtraan semua makhluk hidup, khususnya manusia.


Dalam kepemilikan semua kebendaan khususnya tanah, harus dilengkapi bukti kepemilikan yang sah, agar ada kepastian hukum. Apabila kepemilikan tanah tidak dilengkapi dengan alat bukti yang sah, maka kepemilikannya tidak akan dijamin oleh ketentuan hukum.

2. Dasar Hukum Hak Atas Tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria


Dalam Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan adanya hak-hak atas tanah yaitu pada Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53. Pasal 4 ayat (1) berbunyi “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. 


Ayat (2) berbunyi “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang lansung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.”


Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 di atas ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1), meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yaitu Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak sewa tanah pertanian


Dengan terdaftarnya bagian tanah tidak semata-mata menuju kepastian hukum, namun juga mendapat kesempurnaan dari haknya, yaitu :
 

a. Adanya rasa aman dalam memiliki hak atas tanah (security) 

b. Mengerti dengan baik apa dan bagaimana yang diharapkan dari pendaftaran tersebut (simplity) 

c. Adanya jaminan ketelitian dalam system yang dilakukan (accuracy) 

d. Mudah dilaksanakan (expedition)

e. Dengan biaya yang bias dijangkau oleh semua orang yang hendak mendaftarkan tanah (cheapness), dan daya jangkau ke depan dapat diwujudkan terutama atas harga tanah itu kelak (suitable).

3. Jenis Hak Atas Tanah


Kita perlu mengetahui terlebih dahulu macam dan jenis hak terhadap tanah, karena tiap-tiap jenis hak tanah mempunyai prinsip dan karekteristik masing-masing, baik cara memperolehnya maupun cara peralihannya. Prinsip antara satu jenis hak tanah dengan jenis lainnya tidak bisa disamakan dalam perlakuannya. Oleh karena itu kita harus mengetahui tiap jenis hak atas tanah terhadap tanah yang kita miliki atau tempati, Kemudian bisa menentukan ketentuan dan langka yang akan diterapkan terhadap tanahnya.


Ketentuan tiap jenis hak tanah diatur dengan hukum yang berlainan, dengan berdasarkan hal itu perlu setiap orang yang akan mempunyai hak atas tanah, harus mengetahui secara detail, agar tidak terjerumus dalam kepemilikan tanah. Bagi orang yang belum tau tentang jenis hak tanah, dan cara mempelolehnya perlu mencari tahu kepada pihak lain yang dianggap tahu atau kepada aparatur pemerintah.


Dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, menyatakan adanya macam-macam hak atas tanah yang diberikan kepada masyarakat, baik secara individu maupun secara bersama- sama yang didasarkan pada hak menguasai Negara. Dari segi asal tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara. Macammacam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara, Hak Pakai Atas Tanah Negara.

b. Hak atas tanah yang bersifat sekunder Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Guna Bangunan Atas.
4. Macam-Macam Jenis Tanah



Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menguraikan bahwa: “Atas dasar hak menguasai dari Negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orangorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.



Macam-macam hak atas tanah dimaksud dalam Pasal 4 UndangUndang Pokok Agraria lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu: 

a. Hak Milik; 

b. Hak Guna Usaha; 

c. Hak Guna Bangunan; 

d. Hak Pakai; 

e. Hak sewa; 

f. Hak membuka tanah; 

g. Hak memungut hasil hutan; 

h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara, sebagaimana disebut dalam Pasal 53 UUPA berisi tentang hak-hak atas tanah yang bersifat sementara yaitu: 

1) Hak Gadai; 

2) Hak Usaha Bagi Hasil;

3) Hak Menumpang; 

4) Hak Sewa Tanah Pertanian.



Macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada instansi pemerintah dan instansi pemerintah apapun yang boleh mempunyai hak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hak Milik 
Menurut Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Pokok Agraria disebutkan: ”Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”.

Tidak semua orang yang tinggal diindonesia bisa mempunyai hak atas tanah yang jenisnya dinamakan hak milik. Adapun yang dapat mempunyai hak milik menurut Pasal 21 UUPA, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia; dalam hal ini tidak dibedakan antara warga negara yang asli dengan yang keturunan asing. 
2. Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah; sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah, antara lain: 
a. Bank-bank yang didirikan oleh negara. 
b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan UndangUndang Nomor 79 Tahun 1963. 
c. Badan-badan Keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama. 
d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria setelah mendengar Menteri Sosial.


Hak milik dapat hapus karena beberapa alasan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 UUPA yaitu:

1. Tanahnya jatuh kepada negara 

a. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 untuk kepentingan umum.

b. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya 

c. Karena diterlantarkan 

d. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2),

2. Tanahnya musnah.

b. Hak Guna Bangunan



Hak guna bangunan secara keseluruhan dalam UUPA diatur dalam Pasal 35 sampai 40. Pasal 35 ayat (1) UUPA menyebutkan: hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu paling lama 30 tahun. Tanah yang dapat dijadikan hak guna bangunan sebaaimana disebutkan dalam Pasal 21 PP.Nomor 40 Tahun 1996 adalah tanah negara, tanah hak pengelolahan, tanah hak milik.



Dalam Pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa: \

1. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun 

2. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunan jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun 

3. Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.



Subjek pemegang Hak Guna Bangunan menurut Pasal 36 ayat (1), maka yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan adalah : 

1. Warga Negara Indonesia; 
2. Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
c. Hak Guna Usaha



Pengertian hak guna usaha diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA yang berbunyi: hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau perkebunan.



Berdasarkan Pasal 30 UUPA, hak guna usaha dapat dipunyai oleh: 

1. Warga Negara Indonesia 
2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 



Sementara itu dalam Pasal 29 ditentukan bahwa jangka waktu hak guna usaha adalah selama 25 Tahun atau 35 Tahun dan atas permohonan pemegang hak dapat diperpanjang paling lama 25 tahun.

d. Hak Pengelolahan

Hak pengelolaan (HPL) adalah hak menguasai negara atas tanah yang kewewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak untuk merencanakan dan memanfaatkan sebidang tanah.

Hak Pengelolaan tidak bisa diberikan kepada individu, melainkan harus kepada instansi pemerintah atau badan hukum lain yang ditunjuk. Badan Hukum yang bisa diberikan hak pengelolaan antara lain, Departemen, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, PT, Persero, Badan Otoritas, Serta badan hukum pemerintah lainya.

e. Hak Pakai

Pengertian hak pakai diatur dalam pasal 41 UUPA yang menyebutkan: hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalan kepeutusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA.



Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 39, subjek Hak Pakai atau yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah : 

1. Warga Negara Indonesia; 

2. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; 

3. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah; 

4. Badan-badan keagamaan dan sosial; 

5. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 

6. Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; dan 

7. Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Badan Internasional

f. Hak Sewa

Pengertian hak sewa atas tanah adalah hak yang memberi wewenang untuk menggunakan tanah milik pihak lain dengan kewajiban membayar uang sewa pada tiap-tiap waktu tertentu. Peraturan dasar Hak sewa diatur dalam Pasal 44 dan 45 UUPA No 5 Tahun 1960. Dalam hukum adat hak sewa sering disebut dengan “jual tahunan”.

Yang berhak mendapat hak sewa atas tanah menurut Pasal 45 UUPA Nomer 5 Tahun 1960 adalah: 

a. Warga negara Indonesia. 

b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 

c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

d. Badan hukum asing yang mempunyai perwalikan di Indonesia.

5. Tujuan Pendaftaran Tanah

Ketentuan Pendafataran Tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 19 Undang-undang pokok agraria kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 10/1961 (Peraturan Pemerintah 10/1961) yang mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1961, dan setelah diberlakukan selama 36 tahun, selanjutnya digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (Peraturan Pemerintah 24/1997) sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah 10/1961, yang diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997 dan berlaku efektif sejak 8 Oktober 1997.

Pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah yang diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum kepada para pemegang haknya. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 19 UUPA : 

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : 

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. 

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Pada tanggal 8 Juli 1997 ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Pengertian Pendaftaran Tanah dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997: “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”

6. Objek Pendaftaran Tanah

Obyek pendaftaran tanah menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 meliputi : 

a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai; 

b. Tanah Hak Pengelolaan; 

c. Tanah wakaf; 

d. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun; 

e. Hak Tanggungan; 

f. Tanah Negara.

Obyek pendaftaran tanah didaftar dengan membukukannya dalam peta pendaftaran dan buku tanah serta menerbitkan sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya.
 Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (“initial registration”) dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara sistematik dan secara sporadic.

C. Tinjauan Umum Sertifikat Kepemilikan Tanah 

1. Bukti Kepemilikan Tanah



Menurut M.Yamin, seseorang dapat dikatakan mempunyai hak atas tanah atau mendapatkan penetapan hak atas tanah, maka harus dapat dibuktikan terlebih dahulu adanya dasar penguasaan seseorang dalam menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah, yang tidak ditentang oleh pihak manapun dan dapat diterima menjadi bukti awal untuk pengajuan hak kepemlikannya.
 Kata “penguasaan” menunjukkan adanya suatu hubungan hukum antara tanah dengan yang mempunyainya. Artinya ada sesuatu hal yang mengikat antara orang dengan tanah tersebut, ikatan tersebut ditunjukkan dengan suatu tanda/bukti bahwa tanah tersebut telah dikuasainya.
 Dasar penguasaan atas tanah terbagi atas:
 

1. Dasar Penguasaan Fisik : Penguasan tanah dalam arti fisik menunjukkan adanya hubungan langsung antara tanah dengan yang empunya tanah tersebut, misalnya di diami dengan mendirikan rumah tinggal atau ditanami dengan tanaman produktif untuk tanah pertanian.
2. Dasar Penguasaan Yuridis Penguasaan tanah dalam arti yuridis maksudnya hubungan tersebut ditunjukkan dengan adanya penguasaan tanahnya secara hukum. Apabila telah ada bukti penguasaan tanahnya secara hukum, biasanya dalam bentuk suratsurat tertulis, maka hubungan tanah dengan objek tanahnya sendiri telah dilandasi dengan suatu hak.
Setiap kepemilikan kebendaan harus dilengkapi tanda bukti kepemilikannya, termasuk kepemilikan tanah harus dilengkapi dengan alat bukti yuridis. Alat bukti kepemilikan tanah memang bermacam-macam sebagai berikut:
1. Sertifikat


Sertifikat tanah berbeda dengan buku tanah. Buku tanah adalah dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik tanah yang tertera haknya, sedangkan setifikat tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang dibukukan dalam buku tanah yang berisi data fisik dan data yuridis yang diakui kebenarannya selama tidak ada yang membuktikan terbalik. Lain lagi dengan sertifikat tanggungan yang artinya adalah sertifikat yang diterbitkan. Oleh BPN /Kementrian Agraria dan Tata Ruang sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan terhadap kepemilikan tanah.


Menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, yang dimaksud dengan sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah, wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.


Dengan melihat ketentuan Pasal 19 UUPA ayat 1 dan 2, maka akibat hukum dari pendaftaran tanah adalah berupa diberikannya surat tanda bukti hak yang lazim dikenal dengan sebutan sertifikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah.


Maksud diterbitkan sertifikat dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah agar pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya. Sertifikat itu untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah.

2. Akta Tanah


Akta Tanah memiliki jenis cukup banyak, seperti akta jual beli, waris, hibah, dan sebagainya, yang masing-masing mempunyai fungsi peralihan hak atas tanah yang berbeda. Akta itu sendiri ada yang dinamakan akta otentik dan akta non otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat berwenang, seperti PPAT, Notaris, sedangkan akta non otentik adalah akta yang dibuat oleh para pihak yang disaksikan oleh pejabat yang bukan yang berwenang, seperti perjanjian jual beli yang ditandatangani para pihak yang dikuatkan oleh saksi- saksi ketua lingkungan seperti RT, RW, Lurah/Kepala Desa.

Dari kedua akta yang dinamakan otentik dan non otentik, sudah pasti yang lebih kuat adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, sedangkan akta non otentik sifatnya sebagai pelengkap alat bukti.

3. Girik, Pethok, Kekitir, dan sejenisnya


Girik aslinya bukan meruppakan alat bukti sebagaimana sertifikat tanah, melainkan hanya sebuah surat pertanahan yang menunjukan penguasaan lahan untuk keperluan pajak.


Data girik terdaftar pada kantor kelurahan atau desa dan kantor pajak, tetapi tidak terdaftar pada Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/BPN. Alat bukti kepemilikan tanah dengan surat girik tidak kuat. Agar girik mempunyai kekuatan hukum dengan bukti yang lain seperti Akta Jual Beli (AJB), surat waris, wakaf, dan lainnya.

4. Letter C


Letter C merupakan bukti kepemilikan atas tanah seseorang yang dicatat pada data tanah yang berada di kantor Desa/Kelurahan. Asal mula letter C ini merupakan bukti penarikan pada zaman Belanda, namun pada masa kini dianggap sebagai suatu bukti kepemilikan tanah.

5. Kuitansi


Kuitansi atau (tanda terima) merupakan surat yang dibuat dan disepakati para pihak yang menandatangani dengan materi secukupnya. Untuk kuitansi tidak memiliki materi,secara yuridis dinyatakan tidak sah, artinya tidak mempunyai kekuatan hukum. Kekuatan kuitansi dari aspek yuridis bisa dianggap sah apabila diakui para pihak menandatangani, sehingga dalam pembuktian secara umum kuitansi diakui sebenarnya, sebagaimana persyaratan sahnya berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata harus adanya kata sepakat, cakap secara hukum, hal tertentu dan hal lain. Dilihat dari persyaratan di atas kuitansi memenuhi syarat sahnya.

2. Jenis Sertifikat Hak Atas Tanah

a. Sertifikat Hak Milik (SHM)


Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6, yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.


Jenis hak tanah dinamakan Hak Milik merupakan hak yang paling kuat diantara hak-hakatas tanah yang lainnya, dan secara yuridis jenis hak milik ini akan menjadi hak yang tidak kuat apabila tidak dilengkapi dengan pembuktian yang dinamakan alat bukti sertifikat.

Syarat pengajuan permohonan sertifikat tanah hak milik: 

1) Mengisi formulir permohonan;

2) Fotokopi KTP/pemohon dan atau surat kuasa bermateri (apabila di urus oleh pihak ketiga) disertai dengan fotokopi KTP penerima kuasa;

3) Girik, PBB tahun yang sedang berjalan;

4) Surat Riwayat Tanah yang menerangkan asal usul tanah dan jenis peralihan disertai dengan buktiny;

5) Surat Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) yang dikuatkan dengan dua orang saksi dengan melampirkan fotokopi KTP saksi;

6) Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebagai bukti peralihan hak tanah;

7) Bukti setor Pajak Penghasilan (Pph) peralihan hak atas tanah;

8) Bukti setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi terkena kewajiban bayar BPHTB, dan bagi yang tidak diharuskan membayar BPHTB, namunharus dilampirkan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani PPAT, kemudian divalidasi/disahkan oleh instansi pajak daerah;

9) BPHTB terhutang apabila BPHTB nya belum di-bayar;

10) Bukti pendukung lainnya


Pemohon setelah melengkapi semua persyaratan tersebut,dengan pengantar dari lingkungan seperti RT, RW, Lurah/Kepala Desa, kemudian diteruskan kepada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN tingkat Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya diproses pembuatan sertifikat. Proses  sertifikat diawali pemeriksaan pendataan administrasi oleh petugas BPN, dan bila pemeriksaan administrasi ini sudah dianggap lengkap akan diteruskan kepada peroses selanjutnya yaitu pengukuran, pemetaan, dan pembuktian yang dilakukan oleh petugas Kantor Araria Tara Ruang/BPN, kemudian dilakukan sidang internal BPN yang dinamakan panitia A.


Setelah selesai dilakukan pengumuman tentang rencana akan diperoses pembuatan sertifikat. Pengumuman tersebut akan dipajang pada Kantor  ATR/BPN dan Kantor Kelurahan/Desa. Setelah semua perosees tersebut dilalui dan tidak ada pihak yang keberatan, maka dianggap memenuhi syarat dilakukan pemerosesan sertifikat dan akan diterbitkan sertifikat.

b. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)


Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk menggunakan/mendirikan bangunan diatas lahan yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Berarti pemegang HGB tidak memiliki lahan, namun hanya memiliki bangunan. Hak pengelola, Hak Milik Perorangan. HGB yang tanahnya merupakan Hak Milik Negara atau Hak Pengelolaan, hatus didahului dengan keputusan pemberian Hak Guna Bangunan dari pejabat yang berwewenang dari lembaga pemerintah, yakni kementrian Agreria dan Tata Ruang/BPN.


Prosedur Pembuatan sertifikaat Hak Guna Bangunan(HGB) :

1) Calon pemilik hak mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan ke Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/BPN tingkat Kabupaten/Kota dengan mempersiapkan dokumen:

2) Formulir Permohonan;

3) FotoKopy KTP, Kartu Keluarga(KK);

4) FotoKopy tanda daftar Perusahaan;

5) Fotokopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum;

6) Surat izin penunjukkan penggunaan tanah;

7) Proposal rencana penguasaan tanah;

8) Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) PBB Tahun Berjalan;

9) Bukti Surat Setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) BPHTB;

10) Bukti Bayar Uang Pemasukan Pendaftaran;

11) Bukti SSP/PPh;

12) Pernyataan Tanah tidak Dalam Sengketa;

13) Pernyataan Penguasaan fisik Tanah.

c. Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU)


Peroses pemegang HGU diawali pembuatan izin lokasi kepada Bupati/Walikota dengan Tebusan Kepala Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/BPN dan Dinas terkait. Setelah adanya Izin lokasi, selanjutnya diteruskan untuk pembuatan akta kepemilikan tanah dengan jenis Hak Guna Usaha. Akta Hak Guna Usaha sebagaimana Hak Guna Bangunan, yang kewewenangannya berada pada PPAT untuk tanah yang dimiliki oleh perseorangan, sedangkan untuk tanah yang dimiliki oleh negara, calon pengguna HGU mengajukan permohonan kepada pemerintah Daerah.


Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh semua pemegang Hak Guna Usaha (HGU) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 12 adalah sebagai berikut:.

1) Membayar uang pada negara;

2) Melaksanakan usaha perikanan, pertanian, ataupun perkebunan, sesuai dengan peruntungan dan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;

3) Mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha (HGU) dengan baik sesuai dengan kelayanan usaha berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh instansi teknis;

4) Memelihara sumber daya alam, kesuburan tanah, dan kelestarian lingkungan hidup;

5) Setiap akhir tahun harus membuat laporan tertelus seputar penggunaan Hak Guna Usahanya;

6) Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha (HGU) pada negara sesudah Hak una Usaha (HGU) nya habis;

7) Menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)yang telah habis kepada kepala Kantor Pertanahan

d. Sertifikat Hak Pakai (SHP)


Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik perorangan yang dimiliki orang lain. Hak pakai dapat diberikan

1) Selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu;

2) Bisa dengan cara Cuma-Cuma atau dengan pembayaran atau pemberian jasa sesuai dengan perjanjian pemberian Hak Pakai

e. Sertifikat Hak Pengelolahan . 

Pengertian HPL atau Hak Pengelolaan Tanah adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaanya sebagian dilimpahkan kepada pemeganghak yang terdiri dari kelembagaan pemerintah. Kepada pemegang hak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Hak Pengelolaaan ini menjadi hilang karena:

1) Dilepas oleh pemegang haknya;

2) Dibatalkan, karena tanahnya tidak digunakan sesuai pemberian haknya;

3) Dicabut untuk kepentingan hukum;

4) Karena berakhir jangka waktunya, jika pemberian haknya disertai jangka waktu

f. Sertifikat Satuan Hak Rumah Susun (SSHRS)


SSHRS dapat dikaitkan dengan kepemilikan seseorang atau rumah vertikal atau rumah susun yang dibangun diatas tanah dengan kepemilikan bersama. Pengaturannya lebih dikenal dengan strate title. Sebagaimana dijelaskan ketentuan satuan rumah susun, hak yang dimiliki oleh pemilik unit apartemen tidak hanya menyangkut hak milik perorangan, tetapi juga hak milik bersama.(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011).

g. Sertifikat Hak Sewa (SHW)


Hak Sewa Tanah merupakan hak yang jangka waktunya tidak ditentukan dan tergantung kepada kesepakatan antara penyewah dan yang menyewakan tanah dengan pembayaran uang sewa sesuai dengan perjanjian para pihak.

3. Fungsi Sertifkat Hak-Hak Atas Tanah


Akhir dari pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah, yang memiliki banyak fungsi bagi pemilik, pertama, sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Inilah yang paling utama sebagaimana disebutkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah. Apabila namanya tercantum dalam sertifikat itu, dapat membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanahnya itu, misalkan luas, batas-batasnya, bangunan- bangunan yang ada, jenis haknya beserta beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu. Kalau ternyata di dalam ada kesalahan, maka diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya. Yang berhak mengadakan pembetulan itu bukan pengadilan, melainkn Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang membuatnya. Kedua, sertifikat atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank dan kreditor untuk memberikan pinjaman kepada pemiiknya. Ketiga, bagi pemerintah, adanya sertifikat hak atas tanah sangat menguntungkan. Adanya sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar pada Kantor Agraria. Data tentang tanah yang bersangkutan telah tersimpan di Kantor Pertanahan dan apabila sewaktu-waktu perlukan dengan mudah diketemukan.


Penerbitan sertifikat tanah hal terpenting bagi para pemilik tanah untuk dapat diterbitkan secara cepat dan biaya yang murah hal ini sesuai dengan azas pendaftaran tanah,antara lain sederhana, dan terjangkau. Maksud dari sederhana itu adalah prosedur penerbitan sertifikat dan harus mudah dan dalam waktu tidak terlalu lama, sedangkan Terjangkau artinya biaya pendaftarantanah harus memperhatikan kemampuan masyarakat ekonomi lemah, khususnya golongan tidak mampu.
4. Pengeluaran Sertifikat


Dalam memperoleh sertifikat hak atas tanah diperlukan usaha, waktu dan biaya. Usaha berupa memohon sertifikat dan mempersiapkan surat yang diperlukan, menghadap pejabat tertentu. Karena itu orang mengurus sertifikat biasanya ada alas an tertentu sehingga orang itu didorong untuk mengurus sertifikat.
 Berikut akan diuraikan mengenai proses pengeluaran sertifikat hak atas tanah:

a. Atas Kemauan Sendiri


Seseorang mengajukan permohonan pengeluaran sertifikt dengan alasan sadar akan kegunaan sertifikat, hendak mengamankan atau memperkuat pembuktian hak atas tanah, agar mudah memindahkan atau membebani hak atas tanah, dan juga permintaan dari pihak lain

b. Diwajibkan oleh Peraturan


Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 10/1961 mengenai pendaftaran tanah mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan haknya(minta sertifikat) apabila terjadi atau akan dilakukan peristiwa tertentu, misalnya pernah didaftar, terjadi pewarisan, sudah diperalihkan.


Dalam membeli tanah, hal yang perlu dipastikan terlebih dahulu tentang apa yang dibuktikan sertifikat itu nantinya baik itu jenis hak atas tanah, pemegang hak, keterangan fisik tentang tanah, peristiwa hukum yang terjadi dengan tanah. Untuk pengeluaran sertifikat hak atas tanah harus dipastikan terlebih dahulu mengenai :
1. Status Hukum Tanah

2. Siapa pemegang hak

3. Ada atau tidak hak pihak lain

4. Data fisik mengenai tanah
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� 	Satjipto Rahardjo, Op.Cit, Hal. 45


� 	Effendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Hal..4.


� 	Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya), Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi, 2007 Hal.2.


� 	Urip Santoso, Op.Cit., Hal. 1.


� 	Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, Hal. 6.


� 	Subekti Dan R.Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, Hal. 12.


� 	Sudikno Mertokusumo, Perundang-Undangan Agraria Indonesia, Liberty Yogyakarta, 2011, Hal. 3
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� 	Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 205-206
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� 	Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 89.


� 	Ibid., Hal. 14


� 	Boedi Harsono, Op.Cit., Hal. 447


� 	Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 30


� 	Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah: Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hal. 233


� 	Badan Pertanahan Nasional, dalam Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Ibid., Hal.. 234- 235


� 	Ibid., Hal. 236


� 	Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, Op.Cit., Hal, 259


� 	Effendie Perangin, Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah, Rajawali, Jakarta,.1992, Hal.4-6


� 	Mudakir Iskandar Syah, Op.Cit., Hal, 52.


� 	Ibid., Hal, 53


� 	Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Op.Cit., Hal.159


� 	Ibid., Hal, 56-58.


� 	Ibid, Hal, 59


� 	Adrian Sutedi, Op.Cit, Hal, 57.


� 	Effendi Perangih, Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah, Op.Cit., Hal 9.





1

